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Motto 

“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” (Thomas Alva 

Edison)
1
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 Kutipan diambil dari : Buku The Papers of Thomas A. Edison : The Wizard of Menlo  Park 1878 
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RINGKASAN 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan 

konsumen yang dijamin kepastian hukumnya tersebut diberikan terhadap segala 

perolehan kebutuhan konsumen mulai dari kelahiran hingga kematian dan segala 

kebutuhan di antaranya. Pemerintah Republik Indonesia sudah mengesahkan 

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

selanjutnya disebut dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.  Di Kota 

Mojokerto terdapat sebuah masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, 

antara lain yaitu masalah yang dihadapi bengkel variasi otomotif yaitu Gemini 

Variasi, di tahun 2019 terdapat setidaknya 20 ( dua puluh ) keluhan yang diajukan 

konsumen kepada perusahaan tersebut, rata-rata keluhan yang diajukan mengenai 

produk cacat. Kewajiban-kewajiban yang masih dilanggar yaitu kewajiban untuk 

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar nasional. Di dalam Undang – Undang Perlindungan 

Konsumen terdapat aturan yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab produk, 

tanggung jawab produk biasanya menganut tanggung jawab mutlak . Dengan konsep 

strict liability ini, setiap konsumen yang merasa dirugikan haknya bisa menuntut 

ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan yang 

dilakukan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif 

perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada 

konsumen. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas dan mengkaji 

dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “TANGGUNG 

JAWAB HUKUM GEMINI VARIASI ATAS PRODUKSI SHOCK BRAKER 

MOBIL CACAT PRODUK” 
Adapun rumusan masalah yang diajukan yaitu : Akibat hukum Gemini 

Variasi terhadap produk Shock Braker yang cacat; Upaya penyelesaian bila terjadi 

sengketa konsumen dengan Gemini Variasi atas produk yang cacat. Peneliatan ini 

dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif yang memfokuskan untuk mengkaji 

penerapan hukum positif yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan 

tersebut penelititan hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan 

pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis 

dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini.  

Berdasarkan  analisa maka pembahasan dalam skripsi ini adalah , pertama 

pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawab produk yang apabila produk yang 

dipasarkan oleh pelaku usaha mengalami cacat maka konsumen mempunyai hak 

untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Selain itu pelaku usaha juga 

mempunyai kewajiban untuk memberikan garansi terhadap produk yang 

diperdagangkan kepada konsumen. kedua pelaku usaha wajib memberikan ganti 

rugi berupa pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara 

nilainya dengan disertai kartu jaminan atau garansi  

.  
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Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masih sangat 

lemah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak-haknya sebagaimana diatur 

oleh Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Sejatinya Undang – Undang 

Perlindungan konsumen telah menetapkan hak-hak konsumen yang harus 

dilindungi. Namun dalam praktek hak- hak tersebut tidak dapat dipertahankan dan 

dituntut secara hukum. Penerapan tanggung jawab produk pun masih diabaikan oleh 

pelaku usaha dalam menangani keluhan kerugian yang dialami konsumen. Pelaku 

usaha terkesan lepas tangan dalam penyelesaian masalahnya, sehingga konsumen 

semakin dirugikan. Ada pun saran dari penulis yaitu, antara lain konsumen lebih 

bersikap kritis dan pelaku usaha dapat melaksanakan apa yang menjadi 

kewajibannya. 
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BAB. I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perjalanan sejarah bangsa untuk menuju pembangunan ekonomi yang 

berorientasi pada kesejahteraan rakyat terasa sangat panjang. Pesatnya pembangunan 

dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi 

komunikasi dan informatika juga mendukung perluasan gerak transaksi barang 

dan/atau jasa.  

Ketika suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan, tuntutan terhadap 

intervensi pemerintahan melalui pembentukan hukukm yang akan melindungi pihak-

pihak yang lemah ataupun dirugikan sangatlah kuat khususnya konsumen. 

Perlindungan terhadap konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan 

teknologi dan industri, karena perkembangan produka-produk industri di satu pihak, 

pada pihak lain memerlukan perlindungan terhadap konsumen. Kemajuan teknologi 

dan industri, telah pula memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat 

tradisional dan masyarakat modern.
2
 

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup semakin 

tinggi dan arus perdagangan barang dan/atau jasa semakin meluas. Ini menyebabkan 

semakin banyaknya barang dan/atau jasa di pasaran. Kondisi ini memberi keuntungan 

bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang 

diinginkan akan terpenuhi.
3
 Namun di sisi lain, kondisi ini akan memaksa para 

pelaku usaha untuk mencari metode pemasaran yang efektif guna menambah minat 

                                                           
2
 Zulham.2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Kencana. 

3
Abdul, H. B. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan 

Pemikiran. Cetakan Pertama. Bandung : Nusa Media.  
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beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Beberapa 

metode yang merugikan konsumen sering kali digunakan oleh pelaku usaha, dengan 

demikian upaya-upaya untuk melindungi konsumen merupakan sesuatu hal yang 

dianggap penting.
4
 

Pemerintah Republik Indonesia sudah mengesahkan Undang- Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan 

Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen ini memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa “kesemua ini memiliki 

ketentuan yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, 

sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus undang-undang”. Meskipun 

Undang – Undang Perlindungan Konsumen disebut sebagai undang-undang yang 

melindungi konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut 

menjadi perhatian karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh 

pelaku usaha.
5
 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen 

sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia di 

masyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun orang lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

Dalam kegiatan bisnis sehari-hari terdapat hubungan yang saling 

membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang atau jasa). 

Kepentingan pelaku usaha adalah untuk memperoleh laba dari transaksi dengan 

konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan 

melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan 

                                                           
4
 Inosentius Samsul, 2001. Hukum Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan 

Tanggung Jawab Mutlak. Cetakan Pertama. Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia.  
5
 Rosmawati. 2018. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Depok : 

Prenadamedia Group. 
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demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara pelaku usaha dengan konsumen. 

Konsumen biasanya berada pada posisi tawar yang lemah sehingga 

memungkinkannya untuk dijadikan objek eksploitasi untuk meraup keuntungan 

yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. 

Pelaku usaha begitu dengan mudahnya mengabaikan atau melanggar 

ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, 

seperti mengabaikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak 

konsumen.
6
 Kewajiban-kewajiban yang masih dilanggar yaitu kewajiban untuk 

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan 

kewajiban untuk memberi tanggung jawab produk dan jaminan garansi atas barang 

yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 

Dalam hal ini pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawab produk yang 

apabila produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha mengalami cacat maka konsumen 

mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha.
7
 Selain itu 

pelaku usaha juga mempunyai kewajiban untuk memberikan garansi terhadap 

produk yang diperdagangkan kepada konsumen. Namun jika dalam penjualan 

produk tidak disertai jaminan garansi banyak pelaku usaha tidak bersedia untuk 

memberikan tanggung jawab atas produk yang diperdagangkannya. 

Tingginya perkembangan usaha di bidang otomotif dari tahun ke tahun 

mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, seiring dengan banyaknya pemuda yang 

terjun ke bidang otomotif yang menyebabkan semakin tingginya produksi, 

pemasaran dan penjualan produk-produk tersebut dipasaran. Alat transportasi sangat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia pada saat sekarang ini karena memudahkan 

untuk pergi ke lokasi atau tempat yang akan dituju dengan tepat waktu. 

 

                                                           
6
 Abdul, H. B. 2010. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media. 

 7 Celina, T. S. K. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Sinar Grafika. 
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Hal ini menyebabkan semakin tingginya produksi, pemasaran dan penjualan 

produk-produk tersebut dipasaran. Seiring dengan pesatnya perkembangan produk 

variasi otomotif yang tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat, maka munculah 

berbagai produk yang tidak memiliki kualitas yang baik. Sehingga banyak produk 

yang baru saja dibeli tetapi sudah mengalami kerusakan. Kondisi diatas dapat pula 

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, 

dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Ungkapan “konsumen adalah 

raja” semestinya diinterpretasikan secara kritis. Namun pada kenyataannya tidaklah 

demikian, konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya, 

cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen. 

Pada umumnya harga sebuah variasi otomotif yang ada dipasaran selalu 

mengacu kepada kualitas yang baik dan status garansi dari sebuah variasi yang 

menentukan ganti kerugian bila terjadi sesuatu. Garansi yang ada di pasaran yaitu 

garansi resmi yang meliputi garansi maufaktur serta garansi distributor yang 

diberikan kepada konsumen.
8
 Mengenai harga yang ditawarkan garansi distributor 

tersebut biasanya lebih murah dibandingkan dengan garansi resmi manufaktur, 

sedangkan untuk garansi toko tentu lebih murah lagi. Melihat kondisi perbedaan 

harga antara garansi resmi manufaktur dengan garansi distributor yang bisa sangat 

jauh dengan penampilan fisik sama menjadi salah satu alasan konsumen lebih 

memilih membeli variasi otomotif dengan garansi distributor. 

Garansi pada kenyataannya, tidak saja memberikan manfaat kepada konsumen 

tetapi juga kepada produsen. Bagi konsumen, garansi melindungi dari membeli 

produk yang cacat, dan bagi produsen, garansi membatasi klaim yang tidak rasional 

dari konsumen. Disamping itu, produsen juga dapat memanfaatkan garansi sebagai 

alat promosi yang efektif untuk produknya, karena produk dengan masa garansi 

                                                           
 

8
 Inosentius, S. 2001. Hukum Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung 

Jawab Mutlak. Cetakan Pertama. Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia. 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


5 
 

 
 

yang lebih lama memberikan sinyal kepada konsumen bahwa produk tersebut 

memiliki kualitas yang lebih baik. Memperhatikan penjelasan di atas, garansi 

memiliki 2 peranan penting yaitu sebagai instrumen untuk melidungi konsumen dari 

membeli produk cacat dan juga melindungi produsen dari klaim konsumen yang 

tidak masuk akal, serta sebagai alat promosi yang efektif untuk meningkatkan 

penjualan produk. 

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan suku cadang atau 

fasilitas purna jual yang dimaksud tidak tergantung ada atau tidaknya ditentukan 

dalam perjanjian, hal ini merupakan tanggung jawab produk yang diberikan pelaku 

usaha kepada konsumen. Artinya meskipun para pihak tidak menentukan hal ini 

dalam perjanjian mereka, konsumen tetap memiliki hak menuntut ganti rugi kepada 

pelaku usaha yang bersangkutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, apabila 

kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual tersebut diabaikan 

pelaku usaha. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkenalkan kembali suatu 

prinsip yang dikenal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (“KUH 

Perdata”), yaitu: tanggung jawab produk (product liability). Agnes M. Toar 

mengartikan tanggung jawab produk sebagai tangung jawab para produsen untuk 

produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan 

kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.
9 Sehingga tanggung 

jawab produk biasanya menganut tanggung jawab mutlak (strict liability). 

Dengan konsep strict liability ini, setiap konsumen yang merasa dirugikan 

haknya bisa menuntut ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya 

unsur kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Dalam layanan purna jual yang kita 

                                                           
 9 Inosentius, S. 2001. Hukum Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung 

Jawab Mutlak. Cetakan Pertama. Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia. 
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ketahui lingkupnya adalah jaminan mutu, daya tahan dan kehandalan operasional, 

tanggung jawab produk dapat kita terapkan. Salah satu bentuk layanan purna jual 

yang diberikan oleh pelaku usaha adalah pemberian garansi resmi yang disertakan 

dalam setiap pembelian produk oleh konsumen. Pemberian garansi resmi merupakan 

wujud pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen atas terjadinya 

kerusakan prematur suatu produk atau ketidakmampuan produk untuk melaksanakan 

fungsi yang diharapkan. Dalam pemberian tanggung jawab produk tidak ada 

pembatasan dalam menuntut tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi 

kewajibannya, karena tanggung jawab produk secara otomatis melekat pada 

kewajiban pelaku usaha untuk memenuhinya tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. 

Jika performansi produk selama waktu pemakaian tertentu ternyata tidak sesuai 

dengan yang dijanjikan, maka konsumen dapat menuntut pelaku usaha dengan 

tanggung jawab produk karena telah memenuhi syarat yaitu adanya produk cacat 

yang merugikan dan kriteria cacatnya adalah informasi yang tidak memadai dari 

pelaku usaha mengenai produk tersebut. Dengan tanggung jawab produk ini, 

konsumen tidak perlu membuktikan kesalahan karena beban pembuktian ada pada 

pelaku usaha. 

Pasal 1491 jo. 1504 KUHPerdata menyebutkan bahwa pelaku usaha harus 

bertanggung jawab atas barang yang mempunyai cacat tersembunyi.
10

 Tanggung 

jawab produk tersebut hanya dibatasi pada tanggung jawab penjual atas cacat 

tersembunyi dalam barang yang diperdagangkan. Pembuat KUHPerdata sudah 

mengantisipasi kemungkinan penjual melakukan tindakan kebohongan mengenai 

produk yang diperdagangkannya, yang konsumen tidak mengetahui sewaktu 

membeli. 

 

                                                           

 10 Shofie, Y. 2011. Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan 

Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 
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Di Kota Mojokerto terdapat perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yaitu 

Gemini Variasi, di tahun 2019 terdapat setidaknya 20 keluhan yang diajukan 

konsumen kepada perusahaan tersebut, rata-rata keluhan yang diajukan mengenai 

produk cacat. Seiring dengan pesatnya perkembangan produk tersebut yang tidak 

diikuti dengan pengawasan yang ketat, maka munculah berbagai produk yang tidak 

memiliki kualitas yang baik. Keterbastasan informasi yang diberikan oleh Gemini 

Variasi kepada konsumen juga merupakan penyebab salah satu dari ketidaktahuan 

konsumen kepada produk yang akan dibeli, sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 dan 

7 mengenai hak dan kewajiban konsumen.
11

 Sehingga banyak produk yang baru saja 

dibeli tetapi sudah mengalami kerusakan. 

Pelaku usaha begitu dengan mudahnya mengabaikan atau melanggar 

ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, 

seperti mengabaikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak 

konsumen. Kewajiban-kewajiban yang masih dilanggar yaitu kewajiban untuk 

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan 

kewajiban untuk memberi tanggung jawab produk dan jaminan garansi atas barang 

yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 

Dalam hal ini pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawab produk yang 

apabila produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha mengalami cacat maka konsumen 

mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Selain itu 

pelaku usaha juga mempunyai kewajiban untuk memberikan garansi terhadap produk 

yang diperdagangkan kepada konsumen.
12

 Namun jika dalam penjualan produk tidak 

disertai jaminan garansi banyak pelaku usaha tidak bersedia untuk memberikan 

                                                           
11

 Abdul, H. B. 2010. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media. 
12 Sabrudin Juni. 2002. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi 

Kerugian Akibat Barang Cacat Dan Berbahaya. Sumatera Utara :  Fakultas Hukum Perdata 

Universitas Sumatera Utara : 1-15. 
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tanggung jawab atas produk yang diperdagangkannya. 

Berdasarkan latar belakang  tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas 

lebih dalam masalah diatas melalui proposal penelitian diatas  dengan judul 

“TANGGUNG JAWAB HUKUM GEMINI VARIASI ATAS PRODUKSI 

SHOCK BRAKER MOBIL CACAT PRODUK” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa akibat hukum bagi Gemini Variasi terhadap produk Shock Braker 

Mobil yang Cacat Produk ? 

2. Apa upaya penyelesaian bila terjadi sengketa antara konsumen dengan 

Gemini Variasi atas produksi Shock Braker Mobil yang cacat produk ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki, perlu kiranya ditetapkan suatu 

tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 

berupa tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan 

akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Jember; 

2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh 

selama perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktis terkait dengan 

perlindungan konsumen yang ada di masyarakat; 

3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna 

bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Jember serta Almamater. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui  akibat hukum terhadap produksi yang cacat produk. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian antara konsumen  dengan produsen atas 

produksi yang cacat produk. 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data secara 

akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan 

penelitian ini dapat terlaksana. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek 

epistimologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara rinci dan 

jelas. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, 

dengan melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang ada di Kabupaten 

Mojokerto terkait dengan Pertanggungjawaban Produsen kepada Konsumen dari 

Gemini Variasi Terhadap Konsumen dalam proses jual-beli Shock Braker Mobil yang 

Cacact Produk.
13

 

1.4.2 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe 

penelitian yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yang mana dari 

hal tersebut dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok 

pembahasan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-perundangan dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

1.4.3 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

                                                           
13 Peter Mahmud Marzuki. 2016.  Peneliitian Hukum ( Edisi Revisi), Jakarta, Prenadamedia 

Group, hlm. 60. 
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bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.
14

 Kemudian yang kedua, 

peneliti juga menggunakan Pendekatan Konseptual atau disebut juga dengan 

(Conceptual Approach), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin   - 

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan 

tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hokum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis dalam 

penelitian dan penulisan Skripsi ini. Guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok 

permasalahan dalam suatu penelitian maka pendekatan konseptual dilakukan untuk 

lebih memahami terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum 

maupun pandangan-pandangan hukum. Namun nanti di bab selanjutnya akan 

disertakan keterangan dari mantan pekerja dari Bengkel Variasi tersebut apakah telah 

berjalan sesuai dengan rule dan role atau peraturan dan perananya. 

1.4.4 Sumber Bahan Hukum 

Di dalam penelitian adanya sumber bahan hukum untuk memecahkan isu 

hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, 

diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat 

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hkum primer, 

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum sekunder dan sumber-sumber 

penelitian yang dapat berupa bahan-bahan non hukum. 

1.4.4.1 Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang 

artinya yaitu mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalan dalam pembuatan perundang-undangan 

dan putusan hakim.
15

 Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu : 

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ); Jakarta 
                                                           

14
 Ibid. hlm.93. 

15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Op, Cit, hlm,181. 
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2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ); Jakarta 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4126 ); Jakarta 

4.   Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan. ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338 ); Jakarta 

 5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 

tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/ Atau Jasa. ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813 ); Jakarta 

1.4.4.2 Bahan Hukum sekunder 

 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 

tentang hukum yang meliputi jurnal- jurnal hukum, dan komentar-komentar atas 

putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan juga harus relevan 

dengan topik penelitian yang hendak diteliti. Bahan hukum sekunder yamg digunakan 

penulis yaitu buku-buku literatur, jurnal- jurnal hukum serta tulisan-tulisan hukum 

yang diambil dari internet.
16

 

1.4.5 Analisis Bahan hukum  

 Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul  dengan menggunakan metode 

analisa bahan hukum deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahan 

yang bersifat umum menuju pembahan yang bersifat Skhusus. Langkah - langkah 

yang dilakukan dalam penelitian hukum sebagai berikut 
17

 : 

                                                           
16

 Ibid, hlm.182-183 
 

17
 Ibid, hlm. 213 
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1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang 

mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum; 

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum; 

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam 

kesimpulan. 
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BAB. II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Perlindungan Konsumen 

Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen.
18

 Perlindungan konsumen yang dijamin 

kepastian hukumnya tersebut diberikan terhadap segala perolehan kebutuhan 

konsumen mulai dari kelahiran hingga kematian dan segala kebutuhan di antaranya. 

Perlindungan konsumen juga sering dikaitkan dengan hukum konsumen meskipun 

hampir dipastikan bahwa hukum konsumen mengandung maksud yang sama 

mengenai perlindungan konsumen. 

Hukum Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah keseluruhan 

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara 

berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen 

dalam pergaulan hidup.
19

 Sedangkan, menurut Az. Nasution, hukum konsumen 

adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan 

masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia 

dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.
20

 

2.1.1   Asas-Asas Perlindungan Konsumen 

Penegakan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas 

yang memiliki fungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai 

asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen 

                                                           

    
18

 Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Kencana. 

 
19

 Abdul, H. B. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan 

Pemikiran. Cetakan Pertama. Bandung : Nusa Media.  

              
20

 AZ Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar. Jakarta: Daya Wisya, 

2002. 
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dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: 

perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.
21

 

Pengaturan mengenai asas-asas yang berlaku dalam hukum perlindungan 

konsumen dirumuskan didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tentang 

Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari: 

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan. 

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan  kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil. 

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil 

ataupun spiritual. 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatankepada konsumen 

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan. 

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

Asas-asas diatas yang diatur dalam undang-undang ketika diperhatikan isinya 

dapat dikerucutkan sehingga menjadi tiga bagian yaitu asas kemanfaatan mencakup 

                                                           
21

 Ahmadi Miru dan  Yodo Sutarman. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada.  
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dua komponen, tentang asas keamanan dengan memperhatikan kepentingan 

konsumen, selanjutnya asas keadilan yang mencakup komponen asas keseimbangan, 

dan yang terakhir adalah asas kepastian hukum.
22

  

2.1.2   Pengertian Perlindungan Konsumen 

Konsekuensi yang terjadi karena semakin berkembangnya teknologi yang 

pada saat ini semakin maju dan bagian dari semakin banyaknya industri sehingga 

muncul tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.
23 Sedangkan 

dengan adanya aturan tentang perlindungan konsumen dapat memberikan atau 

menjamin adanya kepastian hukum sehingga memberikan perlindungan terhadap 

konsumen seperti halnya disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan 

istilah yang dipakai untuk menggambarkan sudah terbentuknya suatu aturan yang 

meminimalisir kerugian yang diderita konsumen dari kesalahan pelaku usaha yang 

mengakibatkan kerugian yang diderita konsumen.
24

 

Pengertian perlindungan konsumen merupakan tindakan yang dikhususkan 

untuk melindungi kepentingan konsumen sehingga memiliki kepastian hukum dalam 

tindakan yang dilakukan ketika menentukan pilihannya terhadap suatu barang yang 

diinginkan yang sesuai dengan apa yang diperlukan serta dapat mempertahankan hak 

yang melekat dalam diri konsumen menurut Susanti.25 Namun dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen terkait pelaku usaha juga dibahas didalamnya, 

bahkan ada beberapa Pasal yang menyebutkan tentang pelaku usaha seperti pada 

Pasal 6 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga 

pelaku usaha juga memperhatikan segala sesuatu yang dilakukan. 

 

                                                           
22

 Ahmadi Miru dan  Yodo Sutarman. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 
23

 Zulham, 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana. hlm. 2. 
24

Burhanuddin S. 2011. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal. 

Malang: UIN-Maliki Press. 

 
25

 Susanti Adi Nugroho. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari 

Hukum Acara serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana. hlm.4. 
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Hukum konsumen (consumer law) dan/atau hukum perlindungan konsumen 

(consumer protection law) dalam hal ini masih tergolong bidang hukum baru dalam 

wacana akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Pada tahun 1990-an 

secara terbatas telah diajarkan dibeberapa fakultas hukum. Namun, dalam 

pelaksanaannya ada perdebatan mengenai perlu atau tidaknya hukum perlindungan 

konsumen di Indonesia pada waktu itu. 

Hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum 

konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dirumuskannya sebagai 

berikut: 
26

   

“... keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan 

melindungi konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk 

konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan 

bermasyarakat”. 

Dalam lokakarya Dosen dan Praktisi Hukum, delapan belas bulan sebelum 

berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jufrina mengatakan:27   

“Tampaknya dari topik ceramah yang diminta belum secara tegas 

memasukkkan istilah Hukum Perlindungan Konsumen, masih memakai 

Masalah Perlindungan Hukum. Hal ini kemungkinan masih ada keraguan 

karena belum adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang integral di 

Indonesia” 

2.1.3   Hak dan Kewajiban Konsumen 

Suatu transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan pelaku usaha, perlu 

diperhatikan yaitu konsumen juga mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya, 

bahwa ada empat hak dasar yang dimiliki konsumen, yaitu: konsumen berhak 

mendapatkan produk yang tidak membahayakan dirinya, konsumen berhak 

mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait barang yang dibelinya, 

konsumen berhak untuk menentukan pilihan barang yang dibutuhkan tanpa adanya 

                                                           
26

 Shofie Yusuf, 2011. Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan 

Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 49. 
27

 Ibid, hlm. 50 
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paksaan dari pihak manapun, konsumen berhak untuk didengar mengenai 

kepentingannya dalam memenuhi kebutuhannya.28
  

Hak Konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang  

Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

e. Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

f. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

g. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan 

lainnya. 

Selain mendapatkan hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban 

yang harus diperhatikan untuk melancarkan transaksi dengan pelaku usaha. Dalam 

hal ini perlunya timbal balik antara keduanya, konsumen juga harus memiliki itikad 

baik ketika semua haknya sudah dipenuhi oleh pelaku usaha. 

 

 

                                                           
28 Abdul Halim Barkatullah. 2010. Hak-Hak Konsumen. Cetakan. Pertama. Bandung:  Nusa 

Media. hlm. 33. 
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Kewajiban konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen, yakni: 

a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. Mengikuti upaya penyeleaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

2.2   Pelaku Usaha 

Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan 

pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi.
29

 

Ini tidak berarti hanya para produsen pabrikan penghasil barang 

dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga para 

rekanan, termasuk para agen, distributor serta jaringan-jaringan yang 

melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa 

kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau 

jasa.
30

 

Kelompok pelaku usaha dapat dibagi menjadi tiga, terdiri atas:
31

 

a.  Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai 

kepentingan usaha seperti perbankan, usaha leasing dan lain-lain; 

                                                           

 
29

 Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Kencana. 

 
30

 Burhanuddin, S. 2011. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal. 

Malang: UIN-Maliki Press. 
31

 Abdul, H. B. 2010. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media. 
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b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang 

dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan 

tambahan/ penolong dan lain-lain); 

c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat seperti 

pedagang retail, pedagang kaki lima, supermarket, toko, dan lain-lain. 

 

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha 

Masyarakat pada umumnya menyebut pelaku usaha dengan sebutan 

produsen, terkadang masyarakat juga mengartikan pelaku usaha merupakan 

pengusaha, namun produsen merupakan salah satu unsur dari cangkupan pengusaha 

karena produsen hanya penghasil barang saja.32 Namun pada kenyataannya pelaku 

usaha bukan hanya produsen tetapi juga ada distributor yang memiiki peranan dalam 

penyaluran barang, BUMN, koperasi, importir, pedagang yang sama halnya 

disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang  Perlindungan Konsumen. Pelaku 

usaha yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki 

kesamaan dengan produsen yang di kenal di Belanda. 

Terkait pengertian mengenai pelaku usaha didalam Undang- Undang 

Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha yang dimaksud hanya 

mencakup perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak 

berbadan hukum yang berada dan melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum 

negara Republik Indonesia.33  

 

 

                                                           
32

 Kurniawan. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen ( Problematika Kedudukan dan 

Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK ). Malang : UB Press. hlm.42 
33 Abdul Halim Barkatullah. 2010, Hak-Hak Konsumen, Cetakan. Pertama. Bandung : 

Nusa Media. hlm. 38. 
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2.2.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Menciptakan keharmonisan serta keseimbangan dalam bertransaksi juga 

harus diciptakan untuk kepentingan kedua belah pihak. Diperlukan kesadaran untuk 

mencapai itu semua. Oleh karena itu dengan pelaku usaha juga memiliki hak yang 

diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan 

bahwa: 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pelaku usaha dalam melakukan usahanya memiliki hak, bahwa memang 

pelaku usaha memiliki hak dengan mendapatkan niai tukar berupa uang terhadap apa 

yang diperdagangkan. Sebagai bentuk konsekuensi pelaku usaha juga memiliki 

kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang  Perlindungan Konsumen yang 

menyatakan bahwa: 

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan, dan pemeliharaan; 

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 
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d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 

g. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen terlihat sangat jelas dengan adanya 

itikad baik yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga sudah serta mencakup proses 

tahapan dalam melakukan usahanya, sehingga bisa dikatakan bahwa pelaku usaha 

harus memiliki itikad dalam memperdagangkan barangnya.34  

2.2.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat 

tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Karena 

itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan 

masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, 

adil dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur 

negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan 

pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan 

ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
35

 

                                                           

 
34

 Celina Tri Siwi K. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Sinar Grafika. 

hlm.44. 
35 http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada 7 

September 2019,pukul 15.00  
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Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Pasal 19 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab, yaitu: 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; 

2. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi; 

3. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; 

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung 

jawab pelaku usaha, meliputi: 

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 

2. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; 

3. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen. 

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat 

bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini 

berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami 

konsumen.36  

Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep kewajiban 

hukum.
37

 Prinsip tentang tanggung jawab merupakan bagian yang sangat penting 

dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak 

                                                           
36

 Ibid, hlm.126. 
37

 Louis, Y. 2013. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan 

Konsumen. Lex Privatum. 1(.3) : 28-39. 
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konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus 

bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada 

pihak-pihak terkait.38  

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, 

yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar 

pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan resiko yang 

ada dalam setiap peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi 

hukum yang jauh berbeda di dalam pemenuhan tanggung jawab. Secara umum, 

tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang 

berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Kedua dasar tuntutan ganti kerugian 

adalah : 

1. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi 

 Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka 

terlebih dahulu tergugat dan penggugat (produsen dengan konsumen) 

terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai 

pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti 

kerugian dengan alasan wanprestasi.  

2. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum 

 Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, tiap-tiap perbuatan melawan 

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang 

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut. 

 

 

 

 

                                                           
38

 Edmon Makarim. 2005 Pengantar Hukum Telematika- Suatu Kompilasi Kajian, Badan. 

Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 365- 366. 
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2.2.4 Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha 

Dunia persaingan usaha, pelaku usaha dituntut untuk melakukan yang terbaik 

untuk memberi pelayanan kepada para konsumennya.
39

 Sehingga untuk membuat 

konsumen percaya akan produk yang dihasilkan atau produk yang dipasarkan para 

pelaku usaha harus memperhatikan beberapa hal yang harus dihindari. Seperti halnya 

pelaku usaha harus memperhatikan larangan-larangan yang ditujukan padanya yang 

diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang : 

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket 

barang tersebut. 

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut. 

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolaan, 

gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut. 

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut. 

                                                           
39

 Anggraeni Endah K. 2012. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang 

Tidak Layak Edar. Hukum Dan Dinamika Masyarakat. 9(2) : 152-160. 
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h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,  sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. 

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan 

pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 

usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 

ketentuan harus dipasang/dibuat. 

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.  

 Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 undang-undang 

tersebut dapat dibagi menjadi dua larangan pokok, yaitu: 

1. larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat 

dan standar layak untuk dipergunakan atau dipakai dimanfaatkan oleh 

konsumen 

2. larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak 

akurat yang menyesatkan konsumen. 

2.2.5 Gemini Variasi 

Gemini Variasi adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

perbaikan khususnya mobil dan juga menjual produk buatan sendiri yang berlokasi 

JL. RA. Kartini km 6. Gemini Variasi berdiri pada tahun 2002. Konsumen Gemini 

Variasi meliputi mobil perorangan dan distributor wilayah Mojokerto. Kelebihan 

dari Gemini Variasi adalah memberikan service yang cepat dan rapi. Untuk 

kebutuhan sperpart yang harus diganti perusahaan membeli di sekitar kota Surabaya 

dan juga memproduksi barang sendiri seperti produknya yaitu  Shock Braker.  

Semakin berkembangnya perindustrian di kota Mojokerto mengakibatkan 

perekonomian di kota Mojokerto semakain berkembang sehingga daya beli 

mesyarakat terhadap variasi mobil semakin meningkat. Semakin banyaknya 
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pengguna mobil akan menimbulkan banyaknya pesaing yang bermunculan dari 

industri jasa variasi otomotif yang akan menjadi ancaman terhadap perusahaan. 

Perusahaan Gemini Variasi dalam melakukan proses jasa perbaikan pada saat ini 

masih menganut sistem lama yaitu hanya mengutamakan waktu pemasangan variasi 

mobil tersebut tanpa memperhatikan kualitas barang konsumen, dari faktor-faktor 

yang lain contohnya tempat menunggu pada saat proses perbaikan dan lokasi 

pembayaran, pada bengkel tersebut belum tersedia sperpart kendaraan dengan 

kualitas yang baik jadi jika terjadi kerusakan pada sperpart maka harus membeli 

lagi. Sementara perusahaan pesaing sudah menerapkan sebagian besar kekurangan 

dari bengkel Gemini Variasi akibatnya konsumen tidak kembali lagi dan hal ini 

dapat dilihat dari laporan keuangan Gemini Variasi yang mengalami penurunan laba 

tiap bulanya. 

2.3      Transaksi Konsumen 

Yaitu tahap terjadinya proses peralihan pemilikan barang dan/atau 

pemanfaatan jasa tertentu dari pelaku usaha kepada konsumen. Pada tahap ini, 

pelaku usaha wajib memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

dikriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai standar yang berlaku, 

memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji dan mencoba barang/jasa 

tertentu dan memberi jaminan dan/atau garansi atas barang (Pasal 7 huruf c, d, e 

Undang – Undang Perlindungan Konsumen ). Pada saat ini, konsumen mendapatkan 

kecocokan pilihan barang dan/atau jasa dengan persyaratan pembelian serta harga 

yang dibayarnya. Yang menentukan dalam tahap ini adalah syarat-syarat perjanjian 

peralihan pemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa tersebut, penyerahan dan/atau 

cara pembayaran atau pelunasan.
40

 

 

 

                                                           
 

40
 Inosentius, S. 2001. Hukum Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung 

Jawab Mutlak. Cetakan Pertama. Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia. 
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Perilaku pelaku usaha sangat menentukan, seperti penentuan harga produk 

konsumen, penentuan persyaratan perolehan dan pembatalan perolehannya, 

klausula-klausula, khususnya klausula baku yang mengikuti transaksi dan 

persayaratan-persayaratan jaminan, keistimewaan atau kemanjuran yang 

dikemukakan dalam transaksi barang dan/atau jasa.
41

 

Umumnya, pada saat ini apabila perikatan terjadi secara tunai, maka tidak 

atau kurang bermasalah. Akan tetapi, pada perikatan dengan cara pembayaran  atau 

pelunasan berjangka (antara lain perjanjian beli sewa, kredit perbankan, kredit 

pemilikan rumah, dan sebagainya), sering menimbulkan masalah. Tidak jarang kita 

temui orang-orang yang menandatangani suatu konsep perjanjian tanpa terlebih 

dahulu membaca dengan teliti syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian itu. 

Dengan berlakunya Undang – Undang Perlindungan Konsumen, semua klausula 

baku yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi 

batal demi hukum. 

2.3.1   Tahap Pra Transaksi 

 Antara tahapan satu dengan yang lainnya tidak secara tegas terpisah satu sama 

lain atau bisa saja terjadi dalam suatu momen mencakup ketiga tahapan sekaligus. 

Tahapan pratransaksi, ini konsumen masih dalam proses pencarian informasi atas 

suatu barang, peminjaman, pembelian, penyewaan atau leasing.
42

 Di sini konsumen 

membutuhkan informasi yang akurat tentang karakteristik suatu barang dan atau jasa. 

Right to be informed of consumers betul-betul memegang peranan penting dan harus 

dihormati, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. 

 

 

 

                                                           
 

41
Abdul, H. B. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan 

Pemikiran. Cetakan Pertama. Bandung : Nusa Media.   
   42 Bastian, B. 2006. Akutansi Sektor Publik. Surabaya : Erlangga. 
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2.3.2   Tahap Transaksi 

 Konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian 

(jual-beli, sewa atau bentuk lainnya).
43

 Antara kedua belah pihak betul-betul harus 

beritikad baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Di negara-negara maju, 

konsumen diberi kesempatan untuk mempertimbangkan apakah akan memutuskan 

membeli/memakai suatu barang dan atau jasa dalam tenggang waktu tertentu atau 

membatalkannya. Klausula ini dapat dilihat praktik di Amerika, Belanda, Inggris, 

dan Australia. 

2.3.3  Tahap Purna Transaksi 

 Tahap ini dapat disebut dengan tahap purnajual atau after sale service
44

 

dimana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma- cuma dalam jangka waktu 

tertentu. Pada umumnya penjual menjanjikan garansi atau servis gratis selama 

periode tertentu. 

2.4 Produk Buatan 

Menurut Mulyadi Produk buatan
45

 adalah Produk hasil industri yang sudah siap 

pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi, atau produk 

yang langsung dikonsumsi dan bukan dipergunakan untuk produksi barang lain. 

Sebagai contoh, sebuah mobil yang dijual ke konsumen adalah barang jadi; 

komponen seperti ban yang dijual pada produsen mobil bukan barang jadi, 

melainkan barang setengah jadi yang digunakan untuk membuat barang jadi. 

 

 

                                                           

 
43

 Bastian, B. 2006. Akutansi Sektor Publik. Surabaya : Erlangga. 

 
44

 Hansen dan Mowen. 2005. Manajemen Biaya. Jakarta : Penerbit Salemba Empat PT. 

Salemba Emban Satria. 

 45 Bastian, B. dan Nurlela. 2007. Akuntansi Biaya ; Teori dan Aplikasi. Edisi 1. Yogyakarta : 

Penerbit Graha Ilmu. 
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2.4.1     Produk Cacat 

Cacat memiliki pengertian kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya 

kurang baik atau kurang sempurna. Produk cacat berarti barang atau jasa yang dibuat 

dalam proses produksi namun memiliki kekurangan yang menyebabkan nilai atau 

mutunya kurang baik atau kurang sempurna. Kholmi dan Yuningsih menjelaskan 

bahwa produk cacat merupakan yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang telah 

ditetapkan tetapi masih bisa diperbaiki.46  

Menurut Bustamin dan Nurlela menjelaskan bahwa produk cacat adalah yang 

dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak 

sesuai dengan standart mutu yang diterapkan, tetapi masih bisa di perbaiki dengan 

mengeluarkan biaya tertentu. 47 

Menurut Hansen dan Mowen menjelaskan bahwa produk cacat adalah produk 

yang tidak memenuhi spesifikasinya. Hal itu berarti juga tidak sesuai dengan standar 

kualitas yang telah ditetapkan. Kesesuaian dengan kualitas mengasumsikan bahwa 

terdapat suatu cakupan nilai yang diterima untuk setiap spesifikasi atau karakteristik 

kualitas. 48 

Mengetahui kapan suatu produk mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga 

kemungkinan, yaitu:49
 

1. Kesalahan produksi 

Kesalahan produksi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu, pertama 

adalah kesalahan yang meliputi kegagalan produksi, pemasangan produk, 

kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau 

                                                           
46

 Maisyah Kholmi dan Yunangsih, 2009. Akutansi Biaya Edisi Revisi, Malang, UMM 

Pres, , hlm. 136 
47

 Bastian Bustami dan Nurlela, 2007. Akutansi Biaya; Teori dan Aplikasi, Edisi 1, 

Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu. 
48

 Hansen dan Mowen, 2005, Manajamen Biaya, Jakarta; Penerbit Salemba Empat PT. 

Salemba Emban Satria. 

 
49

 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, hlm. 160-161
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ketidakberesan pada mesin dan yang serupa dengan itu, sedangkan yang 

kedua adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan 

spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman 

dalam pemakaian normal. 

2. Cacat Desain 

Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. 

Hal ini terdiri atas, desain, komposisi atau konstruksi. 

3. Kesalahan produksi 

Kesalahan produksi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu, pertama 

adalah kesalahan yang meliputi kegagalan produksi, pemasangan produk, 

kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau 

ketidakberesan pada mesin dan yang serupa dengan itu, sedangkan yang 

kedua adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan 

spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman 

dalam pemakaian normal. 

4.    Cacat Desain 

Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. 

Hal ini terdiri atas, desain, komposisi atau konstruksi. 

5.    Informasi yang tidak memadai 

Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran 

suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi 

yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, 

cara penggunaan, peringatan atas resiko tertentu atau hal lainnya 

sehingga produsen pembuat dan supplier dapat memberikan jaminan 

bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana 

dimaksudkan.  
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2.4.2   Produk Rusak 

 Produk rusak menurut Bastian adalah produk yang kondisinya rusak, atau 

tidak memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan, dan tidak dapat diperbaiki, 

tetapi akan berakibat biaya perbaikan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

kenaikan nilai atau manfaat atau perbaikan produk rusak akibat dari sifatnya ada dua 

macam, yaitu produk rusak yang bersifat normal dan produk rusak bersifat tidak 

normal. 

 Bastian menjelaskan bahwa produk rusak adalah produk yang dihasilkan 

dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilakan tersebut tidak sesuai dengan 

standar mutu yang diterapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat 

diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, tetapi biaya yang dikeluarkan 

cenderung lebih besar dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki. 50 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

  Bastian, 2006. Akutansi Sektor Publik, Surabaya, Erlangga, hal. 147. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 

Secara umum skripsi ini telah dijelaskan, maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah :  

1. Akibat hukum yang timbul atas kerugian konsumen dijelaskan dalam prinsip 

strict liability yaitu produk berlaku sistem tanggung jawab mutlak dan tanggung 

jawab praduga lalai dengan pembuktian terbalik, konsumen yang merasa dirugikan 

akibat produk atas barang yang cacat atau tidak aman dapat memenuhi kompensasi 

tanpa harus mempersalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak pelaku 

usaha dan juga tidak adanya hubungan kontraktual maupun dalam hal perbuatan 

melawan hukum sebelumnya.  

2. Penyelesaian sengketa konsumen baik melalui Pengadilan Negeri atau alternatif 

penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999, apabila konsumen 

dirugikan di dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang 

menimbulkan kerugian. 

4.2 Saran 

1. Bagi pelaku usaha diharapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

konsumen agar tidak ada salah satu pihak yang merasa kecewa dan dirugikan serta 

pelaku usaha harus wajib memberikan jaminan garansi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan konsumen mendapatkan perlindungan hukum. 

2. Bagi konsumen sebelum membeli barang agar lebih berhati-hati karena produk-

produk yang diperdagangkan pelaku usaha seringkali tidak sesuai dengan apa yang 

ditawarkan, hendaknya konsumen memeriksa dengan cermat dan teliti barang yang 
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akan dibeli khususnya memeriksa kartu garansi, hal ini akan memudahkan 

konsumen saat mengajukan klaim kepada pelaku usaha. 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/ Tanggal : Selasa, 3 Desember 2019  

Waktu : 10.00 WIB 

Lokasi : Japan Asri Blok DD. 15 Sooko Mojokerto  

Nama Narasumber : Valdo 

Jabatan : Konsumen 

Keterangan 

P: Pewawancara  

N: Narasumber 

P : Assalamu’alaikum, Selamat pagi mas Valdo?  

N : Waalaikumsalam, Selamat pagi juga mas. 

P :Mohon maaf mas sebelumnya mengganggu waktu mas Valdo, saya  ingin 

menanyakan beberapa hal terkait Tugas Akhir saya tentang Tanggung Jawab 

Hukum Gemini Variasi atas Produksi Shock Braker Mobil Cacat Produk 

N : Iya boleh silahkan mas. 

P :  Apakah anda sering membeli variasi di tempat ini ? 

N :Jarang–jarang mas, kalau ada uang lebih saya membeli variasi untuk kendaraan 

saya. 

P : Menurut mas apakah pelayanan yang diberikan Gemini Variasi kepada mas selaku 

konsumen memuaskan ?  

N : Kalau saya sendiri merasa kalau pelayanannya masih kurang, karena ada beberapa 

pegawai yang cuek kepada konsumennya. 

P: Bagaimana pengalaman positif atau negatif mas tentang Gemini Variasi ? 

N : Saya ada pengalaman negatif yaitu beberapa waktu yang lalu saya membeli 

variasi di situ, tetapi setelah 7 hari pemakaian barang tersebut telah rusak, setelah itu 

saya mengembalikan kepada Gemini Variasi tetapi bengkel tersebut tidak mau 

memberikan ganti rugi. 

P : Apakah mas pada waktu pembelian diberi nota dan jaminan atas barang tersebut ? 

N : Ada nota mas tetapi di nota tidak ada keterangan bahwasanya barang tersebut ada 

ganti kerugian jika ada kerusakan barang. 
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P : Tindakan selanjutnya yang mas lakukan setelah mendengar bahwa barang tersebut 

tidak diberi ganti rugi ? 

N : Saya langsung menghadap ke pemilik bengkel tersebut dan meminta ganti rugi. 

P : Tindakan yang dilakukan pemilik bengkel apa ? 

N : Awalnya bengkel tersebut ngotot bahwa memang barang tersebut tidak diberikan 

ganti rugi jika ada kerusakan dan kalau ada kerusakan dibawa kembali ke bengkel 

tersebut tetapi dikenakan biaya service. Saya tidak mau karena saya merasa dirugikan 

dengan adanya tanggung jawab tersebut. 

P :  Baik mas saya memahami apa yang jadi masalah mas Valdo kali ini. 

P : Pertanyaan terkahir mas, apakah setalah kejadian ini mas akan membawa 

masalah ini ke jalur hukum ? 

N : Sebenarnya saya pengen melaporkan masalah ini ke jalur hukum, tetapi nanti 

ribet mas harus riwa-riwi sana-sini. Dan juga terkendala dana yang pas-pasan mas. 

P : Oh begitu ya mas, insyallah saya akan membantu mas dalam menyelesaikan 

masalah ini karena perbuatan yang dilakukan Gemini Variasi telah melakukan 

perbuatan melawan hukum menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

P : Terima kasih mas atas informasi yang diberikan, saya jadi paham banyak apa 

yang jadi kendala jual beli produsen ke konsumen. Terima kasih atas kesempatan 

waktunya dan jawabannya mas. Senang bisa mewawancarai mas Valdo. 

N : Oh iya, sama-sama mas. 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Hari/ Tanggal : Selasa, 3 Desember 2019  

Waktu : 13.00 WIB 

Lokasi : Japan Raya Blok DD. 20, Sooko, Mojokerto  

Nama Narasumber : Berlin 

Jabatan : Karyawan Gemini Variasi 

Keterangan 

P: Pewawancara  

N: Narasumber 

P : Assalamu’alaikum, Selamat pagi mas Berlin?  

N : Waalaikumsalam, Selamat pagi juga mas. 

P :Mohon maaf mas sebelumnya mengganggu waktu mas Valdo, saya  ingin 

menanyakan beberapa hal terkait Tugas Akhir saya tentang Tanggung Jawab 

Hukum Gemini Variasi atas Produksi Shock Braker Mobil Cacat Produk 

N : Iya boleh silahkan mas. 

P : Berapa lama mas kerja di tempat ini ? 

N : Saya kerja di tempat ini sudah 10 tahun mas. 

P : Bagaimana ketentuan / cara penjualan produk variasi di tempat ini ? 

N : Seperti bengkel biasanya mas, jika ada yang ingin memesan lewat online kita juga 

bersedia untuk mengantar barang sekaligus memasang variasi tersebut di tempat. 

P: Apakah sebelum konsumen membeli barang ada perjanjian khusus untuk 

pembelian variasi disini ? 

N : Tidak ada mas, yang ada hanya saat konsumen membeli barang dan ingin 

meminta nota kita akan memberinya nota. 

P : Apakah Gemini Variasi tau mengenai Undang – Undang Perlindungan Konsumen 

yang mengatur tentang jual beli ? 

N : Saya hanya tau kalau ada Undang – Undang yang mengatur tentang jual beli. 

Tetapi saya tidak tau mendalam tentang apa saja isi perturan tersebut. 

P : Apa saja yang sudah dipahami oleh Gemini Variasi dari peraturan tersebut ? 

N : Yang saya pahami hanya peraturan jual beli yang biasa saja antara konsumen dan 
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pelaku usaha, saya tidak pernah membaca peraturan tersebut, sekilas hanya dari desas 

desus antar pelaku usaha lain. 

P : Apakah anda tau perbuatan jual beli yang dilakukan Gemini Variasi tersebut 

merupakan perbuatan ilegal ? 

N : Saya bekerja disini hanya untuk mencari rezeki mas, masalah ilegal atau tidak 

urusan belakangan selama bengkel kami aman – aman saja tidak ada penggerebekan 

dari pihak berwajib kami tetap melakukan apa yang biasanya dilakukan. 

P : Selama mas bekerja disini apakah pernah ada pengembalian barang dari 

konsumen ? 

N : Ada beberapa konsumen yang mengembalikan barang, tetapi kata bos jika ada 

yang mengembalikan lewat 3 hari maka jangan diberi yang baru. 

P : Jika ada pengembalian barang, apakah Gemini Variasi akan memberikan ganti 

rugi ? 

N : Kita akan memberi ganti kerugian berupa barang yang baru tetapi tidak boleh 

lebih 3 hari setelah pembelian. 

P : Bagaimana Gemini Variasi dapat memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa 

variasi disini aman untuk diapakai ? 

N : Kita akan mempromosikan kepada remaja – remaja yang baru memulai hobi 

otomotif. Sasaran kita khususnya pada anak SMA, karena mereka tidak terlalu jelih 

memlih baranag kita hanya bermodal ikut-ikutan dari teman-temannya yang 

sebelumnya telah membeli variasi kami. 

P : Baik mas saya disini hanya akan memberikan pendapat dan saran kepada Gemini 

Variasi bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum 

karena produk tersebut ilegal dan juga Bengkel Gemini Variasi belum mendaftarkan 

kepada HAKI atas izin produk yang diproduksi. Sebagai pelaku usaha harus tau 

betul tentang Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang 

jual beli, apa saja hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Agar tidak 

ada perbuatan melawan hukum nantinya. 

P : Terima kasih mas atas informasi yang diberikan, saya jadi paham tentang 

masalah ini. Terima kasih atas kesempatan waktunya dan jawabannya mas. Senang 

bisa mewawancarai mas Berlin. 

N : Oh iya, sama-sama mas. 
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Lampiran Bentuk Foto Shock Braker cacat produk  

 

Gambar 1 :  

 

 
 

Gambar 2 : 
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